PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPALA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN BARAT
DENGAN
KUASA DIREKSI PT. HUTAN KETAPANG INDUSTRI
TENTANG
PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PENGENDALIAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PADA AREAL KERJA PT. HUTAN
KETAPANG INDUSTRI DAN SEKITAR KAWASAN KONSERVASI CAGAR ALAM
MUARA KENDAWANGAN DI KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor : PKS.09/BKSDA.KALBAR/HM 201
Nomor : No.436/HKI/V/19/HQ/CA

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu
Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama / NIP . Sadtata Noor Adirahmanta/19680625 199803 1 002
Alamat : Jin. Ahmad Yani Nomor 121 Pontianak, Kalimantan Barat
Telp : 0561 735635 & Fax : 0561 747004
Jabatan : Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Konservasi Sumber Daya Alam
Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

2. Nama . Pepep Permadi
Alamat : Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt. 28. JI. Jend.
Sudirman Kav 45-46, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan
Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 - Indonesia
Jabatan : Kuasa Direksi PT. Hutan Ketapang Industri

Dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa Direksi, oleh karena itu sah mewakili PT
Hutan Ketapang Industri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK
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PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1

Perjanjian Kerja Sama ini mendukung Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai
KSDA Kalimantan Barat, IKK Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam,
IKK Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem serta
Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Tahun 2015 - 2019 berupa Jumlah kerja sama pembangunan
strategis dan kerja sama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak
100 PKS.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, bahwa Unit Pelaksana Teknis
Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi
sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman
wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan
raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bahwa PIHAK KESATU adalah unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, dengan
mengemban tugas pokok sebagai penyelenggara konservasi sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya melalui pengelolaan kawasan cagar alam dan taman
wisata alam di Kalimantan Barat, salah satunya adalah Cagar Alam Muara
Kendawangan di Kabupaten Ketapang.

Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berdiri
secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat Dusun Air
Kuning, RT 02/RW01 Desa Pangkalan Batu Kecamatan Kendawangan, Kabupaten
Ketapang, Kalimantan Barat dan memegang ijin hutan tananaman industri.
PIHAK KEDUA memiliki visi menjadi salah satu Perusahaan Pengelola Hutan
Produksi (PHP) terdepan yang bertanggung jawab terhadap fungsi-fungsi
Ekologi, Sosial dan Produksi secara berkelanjutan (lestari) di sektor Agribisnis di

Indonesia.
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5. Bahwa secara spasial, areal konsesi PIHAK KEDUA berbatasan dengan kawasan
konservasi Cagar Alam Muara Kendawangan yang memiliki fungsi penting bagi
perlindungan dan pengawetan flora serta fauna (biodiversity) dari ancaman
kepunahan dan sebagai private sector, PIHAK KEDUA memiliki komitmen dalam
melakukan pengelolaan ekologi/lingkungan secara berkelanjutan, disamping
mengusahakan kepentingan ekonomi (keuntungan) dan sosial. Hal ini guna
memenuhi amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sehingga PIHAK KEDUA turut
berperan aktif dalam melakukan upaya konservasi/pelestarian keanekargaman
hayati pada areal kerja dan sekitarnya di Kabupaten Ketapang.

6. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melaksanakan kegiatan bersama dalam
rangka Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kebakaran Hutan
dan Lahan pada Areal Kerja PT. Hutan Ketapang Industri dan Sekitar Kawasan
Konservasi Cagar Alam Muara Kendawangan di Kabupaten Ketapang Provinsi
Kalimantan Barat, yang merupakan bagian dari upaya konservasi salah satu
satwa penting beruang madu di areal kerja PT. Hutan Ketapang Industri.

7. Bahwa implementasi kegiatan bersama tersebut akan dituangkan dalam bentuk
Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor
P.44/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama
Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yang
kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Program
(RPP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam
Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi
Keanekaragaman Hayati;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang KeHutanan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
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Lingkungan Hidup;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis
Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Perubahannya;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis
Tumbuhan dan Satwa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaiamana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

8. Peraturan  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Nomor
P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 Tentang Perubahan Atas
Peraturan  Menteri  Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor
P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri;

10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor P.44/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-ii/2014 Tentang Tata Cara Kerja
Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

11.Surat Direktur Operasional PT. Hutan Ketapang Industri Nomor 058/DIR
OPS-HKI/2018 tanggal 12 Desember 2018 perihal Rencana Pertemuan
Pembahasan Laporan Monitoring Beruang Madu dan MoU Kerja Sama dengan
BKSDA.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK telah setuju dan bersepakat untuk
mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Areal Kerja PT. Hutan Ketapang
Industri dan Sekitar Kawasan Konservasi Cagar Alam Muara Kendawangan di
Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat

sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:
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Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud kerjasama adalah untuk membangun sinergitas PARA PIHAK terutama
dalam rangka konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi serta
pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada areal konsesi PIHAK KEDUA dan
Cagar Alam Muara Kendawangan di Kabupaten Ketapang.
2. Tujuan kerja sama adalah:

a. Melakukan konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi pada areal
konsesi PIHAK KEDUA Cagar Alam Muara Kendawangan di Kabupaten
Ketapang.

b. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada areal konsesi PIHAK KEDUA
dan Cagar Alam Muara Kendawangan di Kabupaten Ketapang.

c. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan operasional
PIHAK KEDUA dengan melakukan kegiatan terkait dengan hal-hal teknis
konservasi tumbuhan dan satwa liar dilindungi serta pengendalian kebakaran
hutan dan lahan pada areal konsesi PIHAK KEDUA dan Cagar Alam Muara
Kendawangan di Kabupaten Ketapang.

d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung upaya-upaya
konservasi tumbuhan dan satwa liar dilindungi serta pengendalian kebakaran
hutan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP
PARA PIHAK sepakat bahwa ruang lingkup kerja sama meliputi :
a. Ruang Lingkup Keruangan

1) Areal kerja PT. Hutan Ketapang Industri di Kabupaten Ketapang;

2) Wilayah Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat
khususnya Cagar Alam Muara Kendawangan dan sekitarnya di Kabupaten
Ketapang.

b. Ruang Lingkup Substansi:
1) Perlindungan Kawasan Konservasi PIHAK KEDUA dan Cagar Alam Muara

Kendawangan;
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2)
3)

1)

2)

1)

2)

3)

Pengawetan Flora dan Fauna; dan
Penguatan kelembagaan.

Pasal 3
LETAK DAN LUAS AREAL KERJA SAMA

Areal kegiatan berada pada Konsesi PT. HKI, Cagar Alam Muara Kendawangan
dan kawasan sekitarnya di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

Areal kerja PT. Hutan Ketapang Industri dengan luas +97.891,38 hektar
(sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 663/Menhut-11/2011),
dan Cagar Alam Muara Kendawangan dengan luas 149.079 ha (Berdasarkan
SK No. 714/Kpts-11/1993 tanggal 4 November 1993) sebagaimana tergambar
dalam peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian

Kerja Sama ini.

PASAL 4
RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Perjanjian Kerja Sama dengan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun
ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Program dan
dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan;

Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan wajib disusun dan
disahkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani Perjanjian Kerja
Sama ini;

Dalam hal rencana pelaksanaan program atau kegiatan dan rencana kerja
tahunan pada ayat (1) tidak tersusun, maka Perjanjian Kerja Sama dibatalkan
oleh PIHAK KESATU.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berkewajiban :

a.
b.

Melaksanakan fungsi sebagai /eading sektor dalam p'elaksanaan kerja sama;
Bersama PIHAK KEDUA menyusun Rencana Pelaksanaan Program dan
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2)
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1)

2)

1)

2)

3)
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d.

e.

Rencana Kerja Tahunan berdasarkan ruang lingkup kerja sama;

Mendampingi dan mendukung implementasi pelaksanaan program kerja
sama;

Melakukan koordinasi dalam rangka efektivitas pelaksanaan kerja sama;
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

(2) PIHAK KESATU berhak :

a.

f.

Memperoleh data, dokumen dan informasi hasil dari setiap kegiatan yang
dilaksanakan berdasarkan kerja sama;

Memanfaatkan sarana dan prasarana yang diadakan berdasarkan dokumen
kerja sama untuk kepentingan konservasi;

Memperoleh bantuan teknis, pengembangan teknologi dan alih informasi/ilmu
pengetahuan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;

. Melakukan pengawasan dan evaluasi program;

Memberikan teguran dan/atau memberhentikan sementara pelaksanaan
kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA di lokasi yang terindikasi adanya
satwa liar dilindungi;

Menerima laporan hasil kegiatan kerja sama dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

d.

Bersama PIHAK KESATU menyusun Rencana Pelaksanaan Program dan
Rencana Kerja Tahunan berdasarkan ruang lingkup kerja sama;

Memberikan bantuan tenaga ahli, pengembangan teknologi dan alih
informasi/ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;

Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU untuk meminta bantuan dari instansi
lain terkait atau Manggala Agni Daerah Operasi setempat, seperti misalnya
saat terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali pada areal kerja
sama;

. Memberhentikan sementara kegiatan di lokasi yang terindikasi adanya satwa

liar dilindungi dan melapor kepada PIHAK KESATU;
Memfasilitasi pelaksanaan program kerja sama;

Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik setiap 6 (enam) bulan
dan tahunan kepada PIHAK KESATU;

(3) PIHAK KEDUA Berhak :

a.

Mendapatkan pendampingan guna mendukung implementasi program kerja

sama;
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1)

2)

3)

4)

1)

. Memperoleh informasi yang diperlukan dari PIHAK PERTAMA dalam rangka

pelaksanaan kegiatan;

Memperoleh bantuan dari PIHAK PERTAMA dalam berkoordinasi dengan
instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan;

Mendapatkan laporan kegiatan yang dilakukan bersama antara PARA PIHAK.

Pasal 6
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Setiap Kekayaaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan
digunakan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik masing-masing
pihak, dan pemilik KI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan
oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut;
Sepanjang menghasilkan nilai tambah baik, dalam bentuk materiil maupun
immateriil seperti hak kekayaan intelektual, royalti, barang, dan jasa akan
menjadi milik PARA PIHAK dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian
tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan karya tulis
ilmiah yang akan dipublikasikan, harus mencantumkan nama penulis dan
nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati
oleh PARA PIHAK;

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari
penulisan karya tulis ilmiah tersebut diatur lebih lanjut sesuai dengan

ketentuan etika ilmiah dan berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.

STATUS ASET DAN SERAPI-ﬁ'aEIIZIMA HASIL KERJA SAMA
Dalam hal Perjanjian Kerja Sama berakhir, seluruh hasil kegiatan kerja sama
(aset) yang berupa barang bergerak yang bermanfaat bagi konservasi menjadi
milik negara dan diserahkan kepada PIHAK KESATU untuk kepentingan
konservasi sesuai peraturan perundang-undangan, dengan jenis barang
ditetapkan oleh PIHAK KESATU. Selanjutnya barang tidak bergerak yang
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berada pada lahan konsesi tetap dalam pengelolaan aset milik PIHAK KEDUA;
2) Pemilahan aset sarana prasarana yang akan diserahkan dari PIHAK KEDUA
kepada PIHAK KESATU dilakukan oleh PIHAK KESATU;
3) Penyerahan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Pasal 8
JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN
1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak
ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan
persetujuan PARA PIHAK setelah dilakukan evaluasi.
2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada
realisasi kegiatan sebagaimana yang telah disepakati PARA PIHAK, maka

Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum,

Pasal 9
BERAKHIRNYA Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, apabila:
a. Jangka waktu perjanjian habis;
b. Mitra kerja melakukan tindak pidana kehutanan;
c. Salah satu pihak mengundurkan diri dengan memberikan pemberitahuan
tertulis;
d. Pihak mitra melakukan wanprestasi, atau
e. Pihak Kedua tidak menyusun RPP dan RKT dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA ( FORCE MAJEURE)

1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau force
majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan lokasi
kegiatan dan waktu pelaksanaan kerja sama dengan persetujuan PARA PIHAK.

2) Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
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3)

4)

1)

2)

1)

a. Bencana alam.

b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter.

c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan (misal : ketika terjadi konflik
antara masyarakat dengan pihak perusahaan yang menyebabkan
perusahaan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang
dalam RPP/RKT).

Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak

yang terkena force majeure harus memberitahukan kepada pihak lainnya

secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya force
majeure;

Dalam hal force majeure terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari

yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan

kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang terkena
dampak force majeure tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian

Kerja Sama

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian
Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara
musyawarah mufakat.

Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk

seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk bersama PARA PIHAK.

Pasal 12
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perjanjian
Kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai kebijakan yang
berlaku di institusi PIHAK KEDUA dan tidak bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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2) Perencanaan dan penggunaan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja
sama ini berdasarkan asas dan prinsip efektivitas, efisiensi dan transparansi.

Pasal 11
KORESPONDENSI

1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan
pelaksanaan perjanjian ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dengan alamat

sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU
Nama : Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat

Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 121 Pontianak

b. PIHAK KEDUA
Nama : PT. Hutan Ketapang Industri
Alamat : Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt. 28. JI. Jend. Sudirman
Kav 45-46, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan 12930 - Indonesia
2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PIHAK vyang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut
berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan

tidak perlu dilakukan amandemen atas perjanjian ini.

Pasal 14
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1) Monitoring dilakukan setiap saat atau saat-saat tertentu bila diperlukan;

2) Evaluasi dilakukan oleh PARA PIHAK secara periodik setiap 5 (lima) tahun
sekali atau pun pada saat-saat tertentu sesuai dengan kebutuhan.

3) Pelaporan disusun bersama oleh PARA PIHAK secara periodik mencakup
hasil-hasil kegiatan beserta perkembangannya, kendala dan permasalahan lain

yang dihadapi.

Pasal 15
PERUBAHAN (ADDENDUM) -

1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini
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2)

3)

1)

2)

3)

4)

5)

hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Setiap perubahan (Addendum) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya
berlaku dan mengikat jika telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk
tertulis dibuat dalam suatu Addendum atau Amandemen dan ditandatangani
oleh wakil-wakil yang berwenang dari PARA PIHAK yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Usul perubahan (addendum) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2),
diajukan oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 1

(satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

Pasal 16
PENUTUP

PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini menyatakan dan menjamin
kepada PIHAK lainnya bahwa mereka telah melakukan seluruh tindakan yang
diperlukan berdasarkan anggaran dasar masing-masing PIHAK dan peraturan
perundang-undangan dalam rangka menandatangani Perjanjian Kerja Sama
ini.

Setiap PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini menyatakan dan menjamin
kepada PIHAK lainnya bahwa penandatanganan dari Perjanjian Kerja Sama ini
adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak untuk
dan atas nama PIHAK tersebut.

Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat diubah melalui kesepakatan tertulis
PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
Kerjasama ini.

Hal - hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan
dalam dokumen tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian Kerja Sama ini

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal, bulan, tahun tersebut di atas
yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap serta bermeterai cukup dan

masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan transparansi, akuntabel, dan itikad
baik, untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PT. HUTAN KETAPANG INDUSTRI

/)

PIHAK KEDUA,

\

!%/suedezax ueyiiy q

PEPEP PERMADI
Kuasa Direksi

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BALAI KSDA KALIMANTAN BARAT

1 MJFI "

FOAFFS

500 (U‘

IBU RUPIA

TA, S.Hut.,M.T.
NIP. 19680625 199803 1 002
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